5.1

5.2.

BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan kajian diatas dapat disimpulkan yaitu:

1. Proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di
Pengadilan Hubungan Industial pada Pengadilan Negeri Kupang
atas Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI1/2021/PN Kpg telah dilakukan
sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003. Bahwa upah konpensasi
yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh senilai Rp.
2.200.000,- sebegaimana dengan berbagai pertimbangan dalam UU
ketenagakerjaan dan pertimbangan majelis hakim dalam
memutuskan suatu keadilan.

2. Akibat hukum atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kpg
yaitu hubungan Kkerja antara pekerja/burun dengan pegusaha
diselesaiakan dengan memberikan apa yang menjadi hak dari
pekerja/ buruh sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

SARAN
Dalam hal ini, pengadilan telah mempertimbangkan hak-hak para
pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja sehingga pekerja/buruh
melakukan kewajibannya sebagai pekerja dan menerima upah yang sesuai
dengan perjanjian tersebut agar tidak terjadi perselisihan hubungan kerja

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ditetapkan.
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